
BI'PATI KONAWE SEf,,ATAIT
PROVINSI SULITWESI TTITGGARA

PERATURAIY DATRAII IIABT'PATEIY I(OIYAWE SELITTAJT
ITOUOR T TAIII'T 2018

TENTAIYG
PERUBAIIAIY ATAST PERATT'RAIY DATRAII KABI'PATEIY KOITAUTI SEI"ATAN

ITOMOR 8 TAIII'N 2016 TENTAIYG PEMBEITTUKAil DAIY SUSUITAIT
PERAITGKAT DATRAII

XABI'PATEIT I(OIYAWE SELATAIY

DENGAN RAIIMAT TUHAIT YAITG MAIIA ESA
BIIPATI KOIYAWE SEL/trTAIT,

Menimbang : a' Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (l) peraturan
Pemerintah Nomor rg Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu membentuk perangkat Daerah yang merupakan urus€ur
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b' bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun
2076 tentang perangkat Daerah, Sekretariat Dewan pengurus
Korpri tidak dimungkinkan lagr
Perangkat Daerah;

untuk dibentuk sebagai

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor g
Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
Daerah perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan peraturan
Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten
Konawe selatan Nomor g rahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun l94S;

2. undang-Undang Nomor 4 Tahun 2oo3 Tentang pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di provinsi sulawesi Tenggara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 24,
Tambahan kmbaran Negara Nomor a267l;
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3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2alH tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
5587) sebegaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang_
undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang perubahan Kedua atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1s Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e],;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor lg rahun 2016
tentang Perangkat Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor LLg;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2orr tentang
Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah provinsi dan Daerah
KabupatenlKota yang melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggara€m urusan pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLZ Nomor lg7l.

Menetapkan:

Dengan Persetujuan Bersama
DEtrIAJT PERWAIULAIT RAIryAT DATRAII

I(ABT'PATEIT KOITAWT SELATAIT

dan

BI'PATI KONAWE SELJ\TAIT

MEUUTUSKAIY:

PERATI'RAIT DATRAII TEITTAITG PERI'BAIIAIY ATAS
PERATT RAIT DATRAII XABITPATEII KoItAwt SELATAII IIoMoR
8 TATIT'il 2OL6 TEITTAITG PEMBEITITTIKAIT DAIT SUSUITAN
PERAI{GI(AT DAERAII KABUPATTN KOITAWT SELATAIT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2ol1 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe selatan Tahun 2016 Nomor g) diubah sebagai
berikut:

1 . Ketentuan Pasal 2 huruf d ditamb ah 2 angka yaitu angka 23 darr
angka 24, ketentuan pasal 2 huruf e angka 2,3 dan 4 diubah
sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
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BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:
a. sekretariat Daerah Kabupaten Konawe selatan merupakan

Sekretariat Daerah Tipe A;

b. sekretariat DPRD Kabupaten Konawe selatan merupakan
Sekretariat DPRD Tipe B;

c. Inspelctorat Daerah Kabupaten Konawe selatan merupakan
Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Konawe selatan, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kepemudaan dan Olahraga;

3. Dinas Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pariwisata;

4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tipe B menyelen urusan pemerintahan bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

7. Dinas Sosial Tipe A menyelen urusan
pemerintahan bidang Sosial;

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Dinas Pemberdaya€rn Masyarakat dan Desa Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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10. Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan

Masyarakat dan bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum Sub Urusan Kebakaran;

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Penanaman Modal;

12. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah;

13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Perindu strian dan bidang Perdagangan;

14. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Ke4'a Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;

15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C

menyelenggaralan urusan pemerintahan bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

16. Dinas Pekeqiaan Umum dan Tata Ruang Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang;

l7.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perhubungan;

18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pertanian;

20. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pangan;

21.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
,/

Pertarrmn:/

22. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;

t<

4



23' Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan
Komunikasi, Informatika dan bidang persandian;

24. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan
Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

bidang

Tipe A

bidang

e. Badan Daerah Kabupaten Konawe selatan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan pembangunan Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 

;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang Keuangan;

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang Keuangan;

4- Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang
Kepegawaian dan Diklat;

5. Badan Penelitian dan pengembangan Tipe B melaksanakan
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

2. Pasal 14 dihapus.

g.
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Ditetapkan di Andoolo
a tanggal 9 Luti 2018

KO AWE SELATAN,

DANGGA ,\

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal tQ _1ust 2Ol8

DAERAH
KONAWE SELATAN,

SA"'AI{G

LEMBARAN DAERAH KABT'PATEN KOI{AWE SELATAN TAHUT{ 2018 NOMOR 1

Telah teregistrasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2018 Nomor 4/31 /2018
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Pagal II
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Khusus ketentuan sslagaimana dimaksud dalam pasal 2 Huruf e

Nomor 2,3 dan 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2Ot9. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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